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SALINAN 

 

 

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG 

PROVINSI PAPUA 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG 

 

NOMOR    1    TAHUN 2021 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan Daerah yang telah 

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 

(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pegunungan Bintang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pegunungan Bintang Tahun Anggaran 2020. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 

Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi 

Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2907); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 1985 
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Nomor 68, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1996 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tetang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3988); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 

Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 21 tentang Otonomi 

Khusus bagi Provinisi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan 

Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Raja Ampat, 

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, 

Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, 

Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, 

Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk 

Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4245); 
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7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

denganUndang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan 

Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 

tentang Perubahan Ketujuhbelas atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5533); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan 

ke-17 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 123); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan Dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

34. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan 

Khusus Provinsi Papua; 

35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan 

Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi 

Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 60); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran 

dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang 
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Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta 

Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana 

Operasional; 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 14  Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 32  Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang Berbasis Akrual 

pada Pemerintah Daerah; 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2019 Nomor 157); 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan 

Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020; 

44. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lambaran Daerah Tahun 2020 

Nomor 26); 

45. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 

Nomor 31); 
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46. Peratuan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 03 

Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun 2020; 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 05 

Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2020 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG 

dan 

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG 

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal 1 

(1) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan 

memuat: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional; 

e. Laporan Arus Kas; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas, dan; 

g. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 

laporan kinerja dan iktisar laporan keuangan badan usaha milik 

daerah/perusahaan daerah. 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, 

sebagai berikut: 

a. Pendapatan Rp 1.191.998.454.958,01 

b. Belanja dan Transfer Rp 1.273.249.556.644,00 

 (Defisit)  Rp (81.251.101.685,99) 
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c. Pembiayaan 

- Penerimaan Rp 108.112.915.601,96 

- Pengeluaran Rp 0,00 

    Surplus  Rp 108.112.915.601,96 

Pasal 3 

Uraian Laporan Realisas Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai 

berikut: 

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp(265.603.938.691,99) dengan rincian sebagai berikut: 

1) Anggaran Pedapatan setelah perubahan Rp1.457.602.393.650,00 

2) Realisasi Pendapatan Rp1.191.998.454.958,01 

  Selisih (kurang) Rp (265.603.938.691,99) 

 

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah 

Rp(339.913.228.628,00) dengan rincian sebagai berikut: 

1) Anggaran Belanja dan Transfer stlh. perubahan Rp1.613.162.785.272,00 

2) Realisasi Belanja dan Transfer  Rp1.273.249.556.664,00 

  Selisih (kurang) Rp (339.913.228.628,00) 

 

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah 

Rp74.309.289.936,01 dengan rincian sebagai berikut: 

1) Defisit Anggaran setelah perubahan  Rp(155.560.391.622,00) 

2) Realisasi  Rp (81.251.101.685,99) 

  Selisih lebih Rp 74.309.289.936,01 

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 

dengan rincian sebagai berikut: 

1) Anggaran Penerimaan setelah perubahan  Rp 108.112.915.601,96 

2) Realisasi  Rp 108.112.915.601,96 

  Selisih Rp 0,00  

 

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 

dengan rincian sebagai berikut: 

1) Anggaran Pengeluaran setelah perubahan  Rp 0,00 

2) Realisasi  Rp 0,00 

  Selisih RP 0,00 
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f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 dengan 

rincian sebagai berikut: 

1) Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan  Rp 108.112.915.601,96 

2) Realisasi  Rp 108.112.915.601,96 

  Selisih Rp 0,00 

Pasal 4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 

sebagai berikut: 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal  Rp 108.112.915.601,96 

 

b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan 

Tahun Berjalan  Rp 108.112.915.601,96 

c. Sub Total (a-b)  Rp 0,00 

d. SiLPA/SiPKA  Rp 26.861.813.915,97 

e. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp 0,00 

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir  Rp 26.861.813.916,97 

Pasal 5 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 

Tahun 2020 sebagai berikut: 

a. Jumlah Aset  Rp3.156.151.453.815,38 

b. Jumlah Kewajiban  Rp 2.909.951.148,00 

c. Jumlah Ekuitas  Rp3.153.241.502.667,38 

Pasal 6 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk 

tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2020 sebagai berikut: 

a. Jumlah Pendapatan  Rp1.204.950.354.658,01 

b. Jumlah Beban  Rp 999.325.651.123,24 

c. Surplus/(Defisit) dari Operasi  Rp 205.624.703.534,77 

d. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional  Rp 0,00 

e. Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa  Rp (20.113.404.027,00) 

f. Surplus/(Defisit) LO  Rp 185.511.299.507,77 

Pasal 7 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk 

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut: 

a. Saldo Awal Kas per 1 Januari 2019 Rp 55.509.136.707,96 
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b. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi Rp 222.040.563.153,01 

c. Arus Kas Bersih dari Aktifikas Investasi Rp(303.240.068.839,00) 

d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Rp 0,00 

e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Rp 45.140.974.947,00 

f. Saldo Akhir Kas di BUD dan  

Bendahara Pengeluaran Rp 19.450.605.968,97 

g. Saldo Akhir Kas di Bendahara Kapitasi Rp 3.655.433.891,00 

h. Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS Rp 5.021.284.826,00 

i. Setara Kas Rp 0,00 

j. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2020 Rp 28.127.324.685,97 

 

Pasal 8 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun 

Anggaran 2020 sebagai berikut: 

a. Ekuitas Awal Rp3.115.683.057.548,07 

b. Surplus/(Defisit) LO Rp 185.511.299.507,77 

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan 

/Kesalahan Mendasar Rp 1.050.567.320,00 

d. Ekuitas Akhir Rp3.302.244.924.375,84 

Pasal 9 

Catatas Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g 

Tahun Anggaran 2020 memuat inforasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas 

Pos-Pos Laporan Keuangan. 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri 

dari: 

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas: 

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan 

Pemerintah Daerah dan Organisasi; 

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan 

Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja 

dam Pembiayaan; 

Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan 

Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 
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Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah 

Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan 

Keuangan Negara; 

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Lampiran III : Laporan Operasional; 

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas; 

e. Lampiran V : Neraca; 

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas; 

g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan; 

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;  

i. Lampiran IX : Daftar Penyisihan Piutang Tak Tertagih; 

j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana 

Bergulir; 

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

l. Lampiran XII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset 

Tetap Daerah; 

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya; 

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah; 

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 

s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan 

Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam 

Tahun Anggaran Berikutnya; 

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah 

Pendapatan, Beban dan Laba (Rugi) Bersih. 

Pasal 11 

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari: 

a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini; 

b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. 

    Pasal 12 

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
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sebagai rincian lebih lanjut dari pertangungjawaban pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 Pasal 13 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Pegunungan Bintang. 

 

               Ditetapkan di : OKSIBIL 

                pada tanggal  : 1 Juni 2021 

     BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG 

                                                                                    ttd 

   SPEI YAN BIRDANA 

 

Diundangkan di Oksibil 

pada tanggal,3 Juni 2021 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, 

                 ttd 

HIRONIMUS BASEN UROPMABIN, S.Pd, M.AP 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN  2021  

NOMOR 333 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, 

PROVINSI PAPUA  NOMOR 02/2021 

Salinan sesuai dengan aslinnya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

              

 

 

DEMI MIMIN,SH 

NIP.19800706 200909 1 003 
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